SALINAN ]

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN
PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH BESERTA PESERTA
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN
PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN
MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH
MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;

b. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program
jaminan kesehatan pada peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III perlu sinergisitas dalam pendanaan dan
pelayanan kesehatan;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan
program jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten
Sukoharjo, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan
Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang
Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu diubah;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan
ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah
Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan
Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan
Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh
Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tehun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);



Menetapkan

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan
Pekerja Yang Didaftarkan Ke Dalam Jaminan Kesehatan
Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Yang
Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan Di
Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH BESERTA
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA
BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN
MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH
PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan
Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang
Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. masyarakat miskin; dan/atau



b. masyarakat tidak mampu,

yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan
merupakan penduduk Sukoharjo.

(2) Peserta PBPU dan BP yang diberikan bantuan iuran
dengan manfaat pelayanan diruang kelas III oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b merupakan peserta aktif kelas III dengan manfaat
pelayanan di ruang perawatan kelas III.

(3) Peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Peserta PBPU dan BP yang diberikan bantuan
iuran dengan manfaat pelayanan diruang kelas III oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar
sebagai Peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) langsung menjadi Peserta
PBPU dan BP Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Identitas sebagai peserta PBPU dan BP Daerah dan peserta
PBPU dan BP yang diberikan bantuan iuran dengan manfaat
pelayanan di ruang perawatan kelas III dapat menggunakan
kartu yang memuat Nomor Induk Kependudukan.

. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi program
jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.
WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003
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